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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
 
Narasumber : Zulkifli - VP Perencanaan Strategis dan Transformasi PT 

Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 
Tanggal : 22 Desember 2022 
Tempat : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 
 
Keterangan: 
P : Pewawancara 
N : Narasumber 
 
P : Apa latar belakang dan tujuan dibentuknya induk perusahaan 

(Holding) BUMN sektor pangan? 
N  Jadi, sejarahnya dulu sedikit ya. Jadi..awalnya itu perusahaan kami itu 

namanya PT RNI ya Rajawali Nusantara Indonesia, PPEN RNI nama 
lengkapnya ya, perusahaan pengembangan ekonomi nasional RNI. 
Jadi RNI ini adalah perusahaan yang didirikan karena pada waktu 
sekitar tahun 50-an kita mengambil alih banyak perusahaan-
perusahaan dari asing. Terutama dari pengusaha Tionghoa, Oei Tiong 
Ham itu yang terbesar.  
 
Aset-aset ini dikumpulkan dalam satu perusahaan namanya RNI, 
kemudian ditambah lagi ada suatu PTP, Perusahaan Perkebunan, PTP 
XIV namanya yang memiliki beberapa pabrik gula di Jawa Barat 
yang kemudian bergabung dengan RNI. Nah RNI ini kemudian 
menjadi holding pada waktu itu yang membawahi beberapa anak 
usaha, tepatnya sebelas anak perusahaan. PT PG Rajawali I 
perusahaan yang bergerak di bidang gula di jawa timur, PT Candi 
Baru sebagian besar sahamnya dimiliki oleh RNI dan sedikit saham 
miliknya pihak lain itu juga produk gula, PG Rajawali II yang bekas 
PTP XIV, PPG Rajawali II gula juga di Jawa Barat, kemudian PT 
Mitra Rajawali Banjaran yang memproduksi alat-alat kesehatan, 
sekarang itu memproduksi alat suntik sekali pakai ASP, kondom, 
sarung tangan, dan sebagainya. PT Rajawali Citra Mas dan PT 
Rajawali Tanjungsari Enjiniring di Jawa Timur berproduksi karung 
plastik, kemudian ada PT Nusindo yang bergerak di trading, 
kemudian ada tiga perusahaan perkebunan selain gula ya, ada PT 
Mitra Kerinci di Sumatera Barat bergerak di produksi teh, PT Mitra 
Ogan dan PT Laskar di perkebunan kelapa sawit. Plus dulu ada PT 
Phapros jadi dua belas anak usaha RNI ya, dengan dua belas anak 
perusahaan. Disamping dua belas ini, masing-masing juga punya anak 
usaha lagi, ada cucunya. 
 
Tahun 2021, muncullah gagasan untuk membentuk BUMN holding 
pangan, RNI dengan sebelas anak ini kemudian Phapros dikeluarkan 



didivestasi dijual ke grupnya farmasi, kimia farma dan seterusnya 
karena dia bergerak di perusahaan obat. Phapros ada antimo, segala 
macem ya itu Phapros, jadi tinggal sebelas.  
 
Nah sebelas ini, kemudian PT RNI di-inbreng-kan lima BUMN, satu 
PT Berdikari yang bergerak di bidang peternakan, daging ayam 
daging sapi dan segala macam, satu PT Perindo bergerak di bidang 
perikanan, PT Perikanan Indonesia sebelumnya Perindo juga di 
merger dengan Perinus, Perikanan Nusantara jadi New Perindo. Jadi 
Berdikari, Perindo, kemudian Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT 
PPI sebelumnya PPI ini di merger dengan BGR, Bhanda Graha ya 
menjadi PT PPI. Keempat PT Garam, yang bergerak di bidang garam 
di Madura dan yang terakhir adalah PT Sang Hyang Seri ya SHS 
yang sebelumnya Sang Hyang Seri juga di merger dengan PT Pertani.  
Jadi, Pertani SHS menjadi SHS, Perindo Perinus jadi New Perindo, 
Berdikari, Garam, dan PPI. PPI yang sebelumnya sudah digabung 
dengan BGR. Nah lima eks BUMN ini bergabung dengan RNI. 
Sekarang RNI menjadi enam belas ya, jadi istilah kita gini untuk 
memudahkan yang sebelas anak kandung dan yang lima anak 
mantunya. 
 
Sehingga sekarang RNI menjadi enam belas, enam belas anak 
perusahaan ini plus induknya RNI itulah yang disebut BUMN 
Holding Pangan. Dikasih brand oleh Pak Erick Thohir jadi ID Food. 
ID Food itu bukan nama legal, bukan nama entitas hukum, melainkan 
brand saja.  
 
Kenapa didirikan BUMN holding pangan ini? Jadi ada RPJMNnya, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di 
periode kedua Pak Presiden Jokowi. Ada 7 agenda RPJMN 2020-
2024, tujuh agenda itu memperkuat ketahanan ekonomi, 
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 
seterusnya. Tapi, salah satu dari tujuh agenda ini adalah memperkuat 
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Nah, poin 
ini kemudian dijabarkan menjadi salah satunya adalah pengelolaan 
sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan 
pertanian nah disitu kata kuncinya ya, pemenuhan pangan dan 
pertanian serta pengelolaan kelautan sumber daya air, sumber daya 
energi, serta kehutanan. Itulah underline BUMN holding pangan. 
 
Sebagai followup dari tujuh agenda RPJMN 2020-2024 ini, salah 
satunya diamanahkan untuk memperkuat ketahanan pangan 
dibentuklah BUMN holding. RNI ditunjuk sebagai holding 
perusahaan induknya, yang sebenarnya sebelumnya sudah punya 
sebelas ditambahkan lima perusahaan-perusahaan pangan ini, pangan 
dan perdagangan pangan. 



Apa misinya dibentuk ini, pertama ketahanan pangan, ketersediaan, 
mutu, keterjangkauan, kesinambungan pangan dan seterusnya, yang 
kedua inklusivitas yang berkaitan dengan petani, peternak, dan 
UMKM, yang ketiga, misinya ada world class organization supaya 
kita memiliki perusahaan pangan yang berkelas dunia world class. 
Setiap negara besar punya, di China ada namanya Cosco, itu BUMN 
China pangan. Itu yang menjadi benchmark kita, kemudian, di India.  
 
Itulah dasar atau underline dari pembentukan holding pangan yang 
dikasih nama brand ID Food, nama badan hukum kita tetap PT PPEN 
RNI.  
 

P : Bagaimana fakta pelaksanaan/proses pembentukan induk perusahaan 
(Holding) BUMN sektor pangan? 

N : Oke, kalo kita liat prosesnya dimulai dengan sebuah kajian dulu. 
Kajian pembentukan holding pangan, yang dilakukan oleh 
Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan. Dari 
Kementerian keuangan dua yang terlibat, Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, DJKN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
Mereka membentuk kajian holding, dari situlah bergerak sebagai 
dasar. Kemudian, mulailah proses dilakukan, apa itu pertama, 
Pemerseroan dulu dari Perindo, Perindo itu diperserokan terlebih 
dahulu yang tadinya Perum. Kemudian dia di merger dengan perinus, 
PP dengan BGR, SHS dengan Pertani. Setelah itu, jadilah 5 BUMN 
yang kemudian nanti menjadi eks BUMN. 
 
Lima BUMN tersebut sahamnya diinbrengkan kepada RNI, namun 
pemerintah tetap memiliki satu lembar di masing-masing eks BUMN 
ini saham, namanya saham Dwiwarna saham merah putih. Ini satu 
lembar tapi istimewa banget. Terjadilah proses-proses ini. 
Sebenarnya, diakhir 2021 diharapkan lahir ID Food, tapi, karena 
beberapa pertimbangan supaya 2021 tidak mengganggu 
pembukuannya RNI, maka dia dimundurkan ke awal Januari pada 
tanggal 7 Januari. Selanjutnya, bergerak seperti biasa mulai dia 
menjadi anaknya RNI setelah itu disebut menjadi eks BUMN dan 
RNI mempunyai enam belas anak perusahaan, sebelas plus lima. 
Sekarang bergerak dan bergulir seperti korporasi pada umumnya, ya 
ada proses kegiatan dan segala macam. 
 
Di bulan-bulan Juni Juli 2022 mulai kita proses menyusun RJPP. Apa 
itu RJPP? RJPP itu merubah buku kajian holding pangan menjadi 
RJPP karena korporasi ini yang wajib dimiliki adalah RJPP, Rencana 
Jangka Panjang, kalo kajian holding pangan kan cuma sementara saja 
mengantarkan saja pada pembentukan ID FOOD ini, ya Januari atau 
Februari RJPPnya jadi. Kajian Holding pangannya itu 2022-2025, 
jadi kajian itu seperti RJPP isinya, tapi timeframenya 2022 sampai 



2025. Sifatnya belum dokumen RJPP, dia dokumen kajian saja. Nah 
kemudian, membuat RJPP ini kebetulan saya yang melead prosesnya 
dari 2023 sampai 2027. Timeframe dipanjangkan, bentuk 
dokumennya diubah menjadi RJPP supaya sesuai dengan Undang-
Undang Persero ya RJPPnya itu. 

P : Berapa lama proses pembentukan Holding BUMN sektor pangan ini? 
N : Proses pembentukannya dari awal 2021, setahun. 
P : Bagaimana implikasi hukum dari ditunjuknya PT Rajawali Nusantara 

Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan (Holding) BUMN? 
 

N : Yang jelas dulu RNI harus mengelola sebelas anak dengan berbagai 
segala aspek hukumnya di dalamnya, sekarang menjadi enam belas 
kan gitu. Semakin luas semakin kompleks permasalahan hukumnya.   

P : Bagaimana seharusnya pembentukan induk perusahaan (Holding) 
BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di masa yang 
akan datang? 

N : Harapkannya dari kita sesuai dengan misinya ya, memperkuat 
ketahanan pangan. Tadikan ketahanan pangan berkaitan dengan 
ketersediaan, keterjangkauan, kemudian mutu, kemudian security. 
Diharapkan holding ini berperan penting disana. Terutama dalam 
penyediaan. Nah, mungkin perlu sedikit disinggung bahwa BUMN 
pangan ini sebenarnya tidak satu-satunya ID Food, ada Bulog, 
kemudian dari sisi pemerintah ada Badan Pangan Nasional. Dalam 
perkembangan selanjutnya ketiga organisasi ini dua BUMN dan satu 
badan pemerintahan ini itu diharapkan bekerja sama kuat nanti dalam 
menjalankan ketahanan pangan.  
 
Baru saja keluar Perpres CPP Cadangan Pangan Pemerintah, dimana, 
disana Badan Pangan Nasional Bappanas memiliki tugas dari 
Presiden untuk menjaga ketahanan pangan dibantu oleh dua BUMN 
ini satu Bulog, tapi Bulog lebih kepada penugasan-penugasan negara 
ya untuk menjamin tiga komoditi padi, jagung, kedelai, pajale. Itu 
harus stand by ada gaboleh kita mengalami defisit neraca pangan. ID 
Food di luar itu, seluruhnya totalnya ada sebelas komoditi ! tiga, 
nah sisanya itu ID Food. 
 
Bagaimana caranya? Kita menjamin cadangan pangan negara ini, 
Cadangan Pangan Pemerintah namanya CPP kita beli dari petani kita 
kemudian didistribusikan atau kalau kondisi pasar lagi berlebihan, 
petani produksi lagi tinggi kita simpan. Kalo sumber dari dalam 
negeri kurang, pasar membutuhkan misalnya mau lebaran daging 
segala macem, lokal tidak tersedia kita impor dari luar.  
 
Pokoknya cadangan pangan pemerintah ini harus balance terus, 
regulatornya adalah Badan Pangan Nasional operatornya adalah 
Bulog dan ID Food, di samping kegiatan-kegiatan komersial lainnya, 



mau jual apa beli apa. 
  
Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan 
Pangan Pemerintah mungkin itu perlu mendapat perhatian kalo kita 
mau mengkaji sisi hukum dari ID Food. Itu adalah underline kegiatan 
ID Food dalam tugasnya sebagai stabilisator pangan. Disamping itu, 
ID Food boleh melakukan kegiatan-kegiatan komersial lainnya.  

 



TRANSKRIP WAWANCARA 
 

 
Narasumber : Dwi Catur Akhmad Setyadi - Staf Hukum Bisnis, Aksi Korporasi 

di bagian Hukum Bisnis PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) 

Tanggal : 22 Desember 2022 
Tempat : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 
 
Keterangan: 
P : Pewawancara 
N : Narasumber 
 
P : Apa saja benturan Peraturan Perundang-undangan dan hambatan dari 

segi hukum pada saat pembentukan induk perusahaan (Holding) 
BUMN sektor pangan? 
 

N : Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Zulkifli, inisiasi 
holding ini kan muncul dari kajian Kementerian BUMN dan 
Kementerian Keuangan, artinya semua sudah dikaji di atas, otomatis 
secara practice pelaksanaan di kita di holding dengan anak 
perusahaan itu gaada yang istilahnya bisa menghambat atau terbentur 
sih sebenarnya. Jadi, banyak aturan hukum yang menaungi kita, 
Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, pelaksanaan 
penggabungan peleburan di PP 43 Tahun 2005, perpajakan. Jadi 
secara hukumnya sebenarnya ga ada masalah, karena kan memang 
semua udah dikaji dari awal dan pada saat kita melakukan rencana 
merger anak perusahaan lancar-lancar saja memang pelaksanaannya 
eksekusinya secara inbreng mergernya justru yang menjadi 
contsentnya. Jadi selama proses holdingnisasi atau merger anak 
perusahaan terbilang lancar karena setahun termasuk cepat untuk 
suatu pengambilan perusahaan dengan Pasal 123 Undang-Undang 40 
itu harus bikin rancangan penggabungan dan lain-lain, dengan 
sebanyak itu untuk menggabungkan enam perusahaan menjadi tiga 
perusahaan dan meng-inbren-gkan sahamnya ke RNI, dari negara ke 
RNI dalam waktu satu tahun kan sebenarnya cepet memang karena 
dari kajiannya sudah mendukung dari perpajakan maupun hal lainnya 
tidak ada benturan yang berarti, mungkin memang tinggal dari 
pelaksanaannya aja bagaimana.  

P : Bagaimana hubungan hukum PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) selaku induk perusahaan (Holding) kepada anggota 
holding? 
 

N : Hubungan hukumnya antar entitas sebagai PT tersendiri, badan 
hukum sendiri yang memiliki afiliasi khusus karena memang sebagai 
perusahaan yang memegang kendali penuh diatas 51% itu RNI punya 



misi sebagai strategic holding. Itu yang bedanya kita dengan 
perusahaan yang bergerak di perkebunan PTPN, kalo PTPN dia 
holding dengan PTPN III dengan anak perusahaan empat belas, kalo 
mereka itu selain strategic juga operasional, karena dia punya 
operasional sendiri. 
 
Kalo kita, karena kita lebih banyak memanajemen anak-anak 
perusahaan itu, jadi kita sifatnya lebih strategic holding dan itu 
pedomannya diatur dalam subsidiary governance. Dihubungan 
hukum itu diatur dan lain-lain itu ada di subsidiary governance. 
 
Kita sebagai strategic holding ya, kita bisa mengatur arahnya kemana 
anak perusahaan ini sesuai dengan RJPP besar, jadi nanti RJPP di 
RNI nantinya diturunkan ke RJPP anak-anak perusahaan. Kita yang 
mengatur arah mau kemana anak-anak perusahaan kita ini.  
 
Fungsinya holding kan itu juga, itu ada juga prinsip-prinsip di 
pedoman subsidiary governance. Jadi kalo berbicara mengenai induk 
dan anak itu poin utamanya ada di subsidiary governance karena 
kuncinya ada di situ.  

P : Sebelumnya RNI merupakan investment holding, apa perbedaannya 
investment dengan strategic holding? 

N : Investment holding itu sebelum kita dapat kajian dari kementerian 
karena dulu model investment adalah menginvestasikan sesuatu di 
anak perusahaan dengan pemasukan modal kemudian kita 
menjalankan memonitor anak perusahaan yang kita investasikan, tapi 
kalo di sini lebih besar lagi. Jadi, selain menginvestasikan, kita juga 
punya peran untuk membuat strategi, strategi yang arahan dari 
pemerintah, punya strategi nah kita turunkan ke anak perusahaan 
untuk menjalankan strategi tersebut. 
 

P : Jadi, kalo dari RNI tidak mempunyai kegiatan operasional ya? 
N : Gaada, kita ga punya produk. Kecuali memang ada beberapa yang 

kita lakukan sesuai dengan Anggaran Dasar. Di Pasal 3 kan ada 
kegiatan utama, karena kita strategic holding kita bisa terjun langsung 
ke operasional perusahaan dengan batasan-batasan tertentu. Di 
kegiatan utama itu diatur hampir semua kegiatan di anak yang bisa 
kita akomodir juga, jadi sekitar 469 kegiatan itu gabungan dari 
seluruh anak perusahaan.  
 

P : Seberapa jauh pengendalian yang dapat dilakukan induk perusahaan 
(Holding) kepada anggota holding? 

N : Ini bisa dilihat di prinsip-prinsip subsidiary governance, tapi sekilas 
yang saya tau kita menetapkan target-target financial, target strategis, 
kemudian target operasionalnya juga. Termasuk kita mengatur 
mengenai investasi yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan. Anak 



perusahaan meneruskan RJPP kita dengan investasi nah kita yang 
mengatur investasinya, kita yang memberikan persetujuan, kita yang 
menentukan parameter modal. Kurang lebih seperti itu, poinnya tadi 
dipenetapan target finansial, strategis, dan operasional. Trus, sebelum 
penetapan, juga pembuatan rencananya kita pemantauan, monitoring, 
terkait dengan investasi pemberian persetujuan untuk pelaksanaan 
investasi di anak perusahaan.  

P : Dengan adanya Penyertaan Modal dari negara, bagaimana struktur 
permodalan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) setelah 
pembentukan holding? 
 

N : Kalo di anggaran dasar tetap 100% RNI milik negara Indonesia. 
Kalau mau dilihat di kementerian Hukum dan HAM, di SK 
persetujuan itu karena kan dari amanat Undang-Undang 40 Tahun 
2007 harus ada pemilik dari satu PT itu lebih dari satu minimal dua. 
Negara Indonesia untuk BUMN ini dibagi dua sebenarnya, tapi dua-
duanya Negara Republik Indonesia. Satu lembar saham itu milik 
pemerintah RI sisanya milik pemerintah RI juga, tapi dibagi dua. 
Memang di Anggaran Dasar ditulisnya angkanya saja kan, modal 
yang disetor seperti itu kan tapi itu terlihat di dokumen Kementerian 
Hukum dan HAM. Strukturnya tetap sama, hanya angka inbrengnya 
yang berubah karenakan ada inbreng, yang dulu pemerintah memiliki 
saham di lima anak perusahaan itu, mereka semuanya disisakan satu. 
Satu pemerintah sisanya dimasukan sebagai pemasukan modal di 
RNI. Artinya sebelum inbreng angkanya misalnya 100, setelah 
inbreng dari pemerintah Republik Indonesia diinbreng ke RNI 
struktur permodalan di RNI jadi nambah, dan kita jadi memegang 
sekian lembar karena ini kan sisanya satu, sekian lembar di anak 
perusahaan eks BUMN itu.  
 
Sebelum inbreng di Kemenkumham cuma tertulis cuma satu dari 
Republik Indonesia, senilai satu triliun sekian, setelah inbreng 
menjadi sepuluh triliun sekian, ini tambahan dari saham punya negara 
yang ada di lima eks BUMN dimasukan ke RNI sebagai Penyertaan 
Modal Negara sehingga mengakibatkan dari satu triliun menjadi 
sepuluh triliun penambahannya dan ini jadi dibagi dua, tapi saya 
gatau negara Republik Indonesia ada dua tapi Seri A dan Seri B. 
Akhirnya, berlaku di anak perusahaan, cuma kalo anak perusahaan di 
eks BUMN saham seri A Dwiwarna itu punya pemerintah, tapi kalo 
seri B nya milik RNI. 
 
Jadikan, kalo perubahan Anggaran Dasar kan ada persetujuan 
Kemenkumham sama cukup pemberitahuan kepada Kemenkumham, 
nah perubahan modal dasar itu masuk dalam persetujuan 
Kemenkumham, makanya setelah perubahan Anggaran Dasar 
terutama di modal itu akhirnya Kemenkumham menerbitkan nomor 



ini.  
P  Apakah ada Anggaran Dasar yang baru setelah holding? 
N  Pasti, semua setelah merger dan di holding kemudian terjadi inbreng 

itu merubah semua Anggaran Dasar. Minimal di holding sendiri itu di 
kegiatan utama Pasal 3 dan 4 mengenai modal. Jadi, di RNI sendiri 
setelah inbreng itu munculnya ID Food dengan bergabungnya lima 
eks BUMN itu kita merubah Pasal 3 dan Pasal 4 di Anggaran 
Dasarnya, itukan perlu persetujuan Kementerian Hukum dan HAM 
kan perubahan Pasal 3 dan Pasal 4 itu. Di anak sendiri perubahan 
Anggaran Dasar juga terjadi saat setelah merger dan setelah inbreng. 
Pastikan kalau merger akan menggunakan Anggaran Dasar yang 
mana, apakah karena lebih baik yang ada kan yang existing dan 
hilang, kita menggunakan Anggaran Dasar yang existing, yang 
misalnya SHS pake SHS dan itu diubah namanya karena perseronya 
hilang jadi nama Persero di Pasal 2 berubah, Pasal 3 itu kegiatan 
utama jadi bertambah karena ada hubungan, meskipun seperti Perindo 
dan Perinus sama sama di perikanan tapi lingkup kegiatan mereka 
berbeda ada yang berbeda. Itu perbedaan itu yang yang dimasukkan 
ke Perindo, dari Perinus dimasukkan ke Perindo, tadi Pasal 3. 
Kemudian, Pasal 4 modal pasti berubah, trus di pasal saham kalo 
gasalah, jadi ada pengaturan-pengaturan tertentu yang masuk disitu 
harus ditentukan atau bisa ditentukan langsung oleh pemegang saham 
seri A. Jadi ada perubahan Anggaran Dasar kalo di anak, tapi itu 
setelah inbreng tapi, kalo setelah merger itu 2,3,4. Setelah inbreng 
dan masuk ke sebagai anak perusahaan RNI mereka jadi dua struktur 
permodalannya RNI dan pemerintah, disitu juga berubah di Pasal 5-
nya mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh pemegang saham seri 
A selain kemudian muncul lagi dokumen di tanggal yang sama itu 
surat kuasa khusus dari pemegang saham seri A kepada pemegang 
saham seri B, mana yang bisa langsung diputuskan oleh pemegang 
saham seri B.  Misalnya kayak langkah-langkah strategis yang perlu 
persetujuan itu bisa langsung, hanya cukup ke pemegang saham seri 
B karena kan … di RNI, RNI kan sudah nyambung ke Kementerian 
BUMN jadi untuk hal-hal yang diturunkan dari … itu cukup 
persetujuan dari pemegang saham Seri B saja, gausah ke Kementerian 
lagi, prosesnya lebih lama soalnya kalo ke pemegang saham seri A. 
Itu yang mungkin saya tangkep juga mempermudah administrasi dan 
strategi sebenarnya sih, kalo semuanya ke pemegang saham semua 
kan pasti bingung, yang ini belum yang ini belum disetujuin, kalo 
semuanya dijadikan satu yang maju ke Kementerian cuma satu kan 
cuma RNI, jadi mandat strateginya ABCDE diturunkan kepada anak 
perusahaan. 

P : Apakah PT RNI (Persero) selaku induk perusahaan mempunyai 
kemampuan untuk menentukan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris 
anggota holding? 

N : Di UUPT dan Anggaran Dasar memang bisa, bisa ditetapkan oleh 



RUPS, tapi untuk yang lima eks BUMN ini karena ada kekhususan 
tadi ada perubahan Anggaran Dasar di Pasal 5-nya anak perusahaan 
ada hal yang perlu persetujuan dari pemegang saham. Nah pemegang 
saham ini kan ada dua RNI dan pemerintah, nah untuk penentuan 
calon, untuk yang khususnya  lima eks BUMN ini harus dua-duanya. 
Kita bisa mengusulkan tapi harus persetujuan kementerian BUMN 
dan juga RNI itu sendiri. Jadi intinya sih bisa tapi untuk yang lima 
eks BUMN ini perlu persetujuan pemegang saham seri A.  

 
 


